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Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya Presiden Joko Widodo untuk menata
perizinan pertambangan guna mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam
Indonesia. Melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022, dibentuk Satuan
Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang salah satu tugasnya
adalah memberikan rekomendasi kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM terkait
pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun, pelaksanaan pencabutan [UP
oleh Menteri Investasi/BKPM dinilai tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba),
sehingga menimbulkan potensi permasalahan hukum terkait kewenangan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pencabutan IUP oleh
Menteri Investasi/i BKPM. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis
normatif yang memanfaatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier, penelitian ini menemukan bahwa pencabutan IUP oleh BKPM
bertentangan dengan Pasal 119 Undang-Undang Minerba, yang secara tegas
mengatur kewenangan pencabutan [UP. Kewenangan Menteri Investasi/BKPM
belum didukung oleh instrumen hukum yang memadai karena dasar
kewenangannya hanya bersumber pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral. Padahal, secara hukum, pelimpahan kewenangan harus didasarkan pada
peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Selain itu, prosedur pencabutan [UP
yang dilaksanakan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
sehingga terdapat cacat kewenangan dalam pelaksanaannya. Sebagai rekomendasi,
revisi regulasi terkait harus menjadi prioritas untuk mengatasi konflik hukum,
menyelaraskan kerangka regulasi nasional, dan memperbaiki tata kelola sektor
pertambangan. Langkah ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik,
mendukung stabilitas, dan memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya
alam di Indonesia.
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Abstrak

This research is motivated by President Joko Widodo's efforts to organize mining
licenses in order to optimize the utilization of Indonesia's natural resources.
Through Presidential Decree No. 1 of 2022, a Task Force for Land Use
Arrangement and Investment Arrangement was formed, one of whose duties is to
provide recommendations to the Minister of Investment / Head of BKPM regarding
the revocation of Mining Business License (IUP). However, the implementation of
IUP revocation by the Minister of Investment / BKPM is considered not in line with
the mandate of Law Number 3 of 2020 concerning Minerals and Coal (Minerba
Law), thus creating potential legal problems related to authority. This study aims
to analyze the validity of the revocation of IUP by the Minister of Investment /
BKPM. By using a normative juridical research method that utilizes secondary data
in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, this study finds that
the revocation of IUP by BKPM is contrary to Article 119 of the Minerba Law,
which expressly regulates the authority to revoke IUP. The authority of the Minister
of Investment/BKPM has not been supported by adequate legal instruments because
the basis of its authority only comes from the Minister of Energy and Mineral
Resources Regulation. In fact, legally, the delegation of authority must be based on
government regulations or presidential regulations. In addition, the IUP revocation
procedure carried out is not fully in accordance with applicable regulations, so
there are defects in authority in its implementation. As a recommendation, the
revision of relevant regulations should be a priority to resolve legal conflicts,
harmonize the national regulatory framework, and improve mining sector
governance. This step is important to restore public trust, support stability, and
ensure the sustainability of natural resource management in Indonesia

Keywords: Mining Business License; Mining, Revocation of License
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